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Menimbang 

' 

BUPATI LEBONG 
PROVINS! BENGKULU 

PERATURAN BUPATI LEBONO 
NOMOR 11 TAHUN 2021 

TENTANG 

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPTl 
lNSPEt,.,URAT DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2021 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

a. 

b. 

BUPATI LEBONG, 

bahwa untuk menjamin kclcpatan waktu dal°:11 
pclakl!llnaan pcngawasan, pcrlu adanya Program Kel)a 
Pcngawasan Tahunan (PKP11 lnspcktoral Dacrah 
Kabupal<-n Lcbong; 

bahwa bcrdasarkan pcrtimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a di atas, pcrlu menetapka_n 
Pcraturan Bupati Lebong tcntang Program Kel)a 
Pengawasan Tahunan (PKP'I) lnspcklorat Kabupaten 
Lcbong Tahun 2021. 

I Mengingal I. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tenta.ng 
Pcmbentukan Provinsi Bengkulu (Lcmbamn Negara 
Rcpublik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 

. . 
I 
I 
~ 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 lentang 
Pcmbcntukan Kabupaten Lcbong dan Kabupatcn 
Kcpahiang di Provinsi Bengkulu (Lcmbaran Negara 
Rcpublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan 
Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4349); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tcntang 
Pembentukan Peraturan Pcrundang-Undangan (Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 
5234); sebagai mana lclah diubah dengan Undang­
Undang Nomor 15 Tahun 2019 lcntang Pcrubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 I tentang 
Pcmbcntukan Peraturan Perundang-Undangan (Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, 
Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 
6398); 
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Memperhatikan : 

4. UndanR-UndanR Nomor 23 Tahun 2014 tenta~g 
Pemerintahon Oocroh (Lcmbnmn Negara Republik 
lndone!'lin Ta hun 20 14 Nomor 2 44 , Tnmbahon Lcmbaran 
Ncgnm Rc puhlik lndonc!'lio Nomor 55A7),seba ga ima na 
tclah diuhah bcbcrnpa kali tcrnkhir ck ngnn Undang­
Undnng Nomor 'JI Tnhun 20 I 5 tenurng Peruba hon Kcduo 
Atos Undang-Undong Nomor 23 Tiihun 2014 t.enta~g 
Pcmcrintahan Oaerah (Lcmbara n Nega ra Rc puhhk 
Indonesia Tahun 201 5 Nomor 58, Tambahan Lcmbaron 
Negarn Rcpublik lndonesin Nomor 56 79); 

5. Pcmtumn Pcmerintah Nomor 38 Tahun 2007 tcntang 
Pembagian Uruw n Pcmcrintahan Antara Pemerintah 
Dacrah , Pcmcrin ti,hnn Dacrnh Provinsi den Pemerint.ahon 
Dacrah Kobupa tcn/ Kota (J,emboran Negara Repubhk 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tombahan Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

6 . Pera turon Pcmcrin to h Nomor 6 Ta hun 2008 tcntang 
Pedoman E\'oluas i Pcnyclcnggaraan Pcmerintahan Oaerah 
(Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahu n 2008 Nomor 
19, Tamba ha n Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia 

Nomor 48 I 5); 

7. Pcra turan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang 
Sistcm Pengcndalian Intern Pemcrintah 

8. Pcraturan Pemcrintah Nomor 12 Tahun 2017 tcntang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
Dacrah (Lcmbaran Nega ra Rcpublik Indonesia Tohun 2017 
Nomor 73); 

9. Peratu ran Menteri Dalam Ncgcri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Derita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), 
sebagaimana telah diubah dengan Pt-raturnn Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 TallUn 2018 tenta n Perubahan 
Atas Peraturan Mentcri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentan Pembentuka n Produk liukum Daerah (Serita 
Negara Republik Indonesia Tohun 2018 Nomor 157); 

10. Pcraturan Mcn tcri Dalnm Ncgcri Nomor 23 Ta hun 2020 
tcntang Kebijakan Pcngawasan Pemerintah Daerah Tahun 
2021 : 

11. Peraturan Daerah Kabupa ten Lcbong Nomor 10 Tahun 
2016 lentang Pcmbentukan dan Susunan Pcrongkat 
Dacrah: 

12. Peraturan Bupati Lcbong Nomor 36 Tahun 20 16 t 
S O 

. . cntang 
usunan rgamsas1 dan Tata Kerja Pcrangkat Daerah 

Kabupaten Lcbong; 

Jnstruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 t t p 
be 

. en ang crcepatan 
Pcm rantasan Korupst dan Peraturan Pre 'd N s, en omor 55 
Tahun 20 12 tentan~ Stratcgi Nasional Pencegahan dan 
Pemberantasan Korups1 Jangka Panjang Tahun 2012-2025. 



I MEMUTUSKAN : 

Menetapkan PERATURAN BUPATI 1.EllONO TENTANO PROGRAM KERJA 
PENOAWASAN Tt\llUNAN INSPEKTORAT DAERAH 
l<AOUPATEN LEBONO TAIIUN 2021 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal I 

Dalam Pcratumn Bupnti ini ynng climnksud clcngan: 

1. Daerah adalah KabupAten Lcbong: 

2 Pcmctintah 0Rcrah RdRlnh KepRla Daerah sebagai unsur penyelenggara 
· , . · ah •ang pcmetintah daemh yang mcnumpm pelaksanann urusan pemennl an ) 

menjadi ke"·<'nnngnn dacrah otonom; 

3 . Bupati ndalah Bupali Lebong 

4, Sckrctaris Dacrah adalnh Sekretaris Dacrah Knbupaten Lebong 

5. lnspekt0rat Daerah Kabupatcn Lebong yang selanjutnya disingkat lnspektorat 
adalah Aparat pengnwasan lntem Pemerintah (APIP) yang bertanggungJawab 
langsung Kcpada Bupati; 

6. Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses 
kegiatan yang ditujukan menjamin agar pemcrintahan daerah berjalan secara 
efisien clan efektif sesuai dengan rcncana dan ketentuan Peraturan 
Perundang-Undangan; 

7. Pengawasan Fungsional terhadap Penyclcnggara Pemerintah Kabupaten 
Lebong adala.h proses kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan 
Pemcrintahan Daerah yang berjalnn sesuai dcngan rencana, kententuan dan 
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 

8. Pemeriksaan adalah salah satu bentuk kegiatan pengawasan yang 
d1laksanakan dengan menggunakan seluruh prosedur audit dan teknik audit 
n:icmbandingkan antnm pemturan/ketentunn, rencann, program, target 
s1stem dan prosedur yang seharusnya dengan kondisi atau kenyataan yang 
tcrjadi pacla Organisasi Perangknt Dnemh (OPD)/unil kerja yang 
bersangkulan; 

9. Pemeriksaan Re~uler adalah kegiatan pemeriksaan lerhadap aspek tugas 
pokok dan rungs,, pengelolaan keuangan, sumber daya manusia d 
prasarana scrta metode kcrja; • sarana an 

10. PKPT adalah P:ogram Kerja Pengawasan Tahunan yang mengatur · d •al d 
sasaran Pemenksaan Reguler; Ja " an 

1 I, SOP adalah petunjuk yang digunakan untuk melakukan 
pengawasan fungsional; 

kegiatan 



12. Pemeriksaan Khusus/Kasus adalah kegiatan pemeriksaan yang dilakul<~n 
sewaktu-waktu seperti penanganan kasus pengaduan, invcstignsi da.n lain­
lain yang tidak tertuang dalam Pl<PT; 

13. Laporan Hasil Pemeriksaan adalah laporan atas hasil kegiatan pelaksanaan 
pemeriksaan terhadap objek pemeriksaan yang di dalamnya mengungkapk_n~ 
rakta, data dan kcjadian yang terjadi dengan unsur ntribut temun~: kondis,, 
kriteria. scbab akibat dan rckomendasi disampaikan kepada peJabat yang 
berwenang un,uk menindaklanjuti ; 

14. P<'gawai Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Badan 
Layanan Umu m Daerah ynng ada di wilayah l<abupatcn Lehong. 

Pasal2 
TUJUAN PEM ERIKSAAN. 

I) Mcmgetahui sejauhmana pcnataan kelcmbagaan telah dilaksanakan 
secara efisien, erektir dan sesuai ketentuan yang bcrlaku. 

2) Mengetahui sejauhmana kebijakan pengclolaan 
dilaksanakan secara cfisien, crektir, ekonomis dan 
yang bcrlaku. 

keuangan telah 
sesu ai kctentuan 

3) Mengc1ahui sej11 uhmana re11.lisasi penerimaan d11erah sesuai ketentuan 

yang berlaku. 

~) Mengetahui sejauhrnana pengelolaan barang daerah apakah sudah 
dilaksannkan secara cresien, cfoktir dan ekonomis dalam menunjang 
penyelenggaraan u rusan pemerintahan dan pembangunan d aerah. 

S) Mcngetahui sejauhmana pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, 
pclaporan dan evnlunsi ntns pcnyelcnggaraan pemerinlnha n daerah . 

6) Mcngelnhui sejnuhmann pelnksanaan 
pcnyclenggaraan pemerintahan Kabupaten. 

tUg,'IS fungsional 

7) Mengetah~i dan men ilai pendayagunaan SDM scrta Pengelolaan 
Kepcgawaian telah mempedomani sesuai ketentuan yang berlaku. 

8) ~engetahui sejauhmana tugas rungsional Penyelenggaraan Pemerintah 
Ka bu paten. 

9) Men_getahui dan menilai sejauhmana pembinaan ketertiban u d 
pcrhndungan masyarakat dan penanganan mum an 
Pemerintah Daerah. orang asing pada 

Pasal3 
ASPE:K P8NOAWASAN 

I) Penataan Organisasi Pcmerintah 
penyelenggaraan Otonomi Daerah dalam 
Republik Indonesia. 

Daerah 
kerangka 

dalam rangka 
Negara Kesatuan 

2) Kebijaka n pengelolaan dan pertan · 
(Sistem Akuntansi Pemerintah). ggungiawaban Keuangaan Daerah 

3) Kebijakan kedudukan keuangan K tu /W . 
DPRD e a akil Ketua dan Anggota 

4) Pengelola PAD, DAU, Dana. Perimbangan Pu / 
Hasil sat Daerah, Dana Bagi 



5) Hak dan K ··b ewa11 an dalam pengelolaan Keuangan Daerah. 

6) Realisasi Pengadaan Bnrang dan Jnsa lnstnnsi Pemerintah Daerah. 

7) Tindak lanjut dnri Perpres No. 7 Tnhun 2005 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Mcnengah Nasional. 

8) Pelaksanaan Togas Pokok dan Fungsi. 

9) Pengelolaan SOM. 

IO)Kebijakan dan Pelaksanaan yang berkaitnn dcngan pcnciptaan 
ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. 

Pnsal 4 
Pokok-pokok Kebijakan Pengawasan 

Kcbijaknn pembinaan da11 pcngnwasan adalah acuan, sasaran dan prioritas 
pengawnsan dalnm pelaksanaan 1>embinnan dnn pcngawasan di lingl<Ungan 
Kementerian Dalam Negeri, Kement.erian/Lembaga clan Pemerintahan 

Daerah. 

Tujuan Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daemh Tahun 2021 untuk: 

a. mensinergikan pcngawasan yang dilakukan oleh lnspcktorat Jenderal 
Kemcnterian/lnspektorat Utama Lembaga Pemerintah Non Kementcrian, 
lnspektorat Provinsi dan lnspektorat Kabupaten; dan 

b. meningkatkan pcnjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan dan 
kepercayaan masyarakat atas pengawasan Aparat Pengawas Intern 
Pemerintahan. 

lnspektorat Kabupaten Lebong melakukan pcngawasan terhadap: 

a. peningkatan kinerja OPD/Unit Kerja lingkup Pemerintahan Kabupaten; 

b. pelaksanaan urusan penyelenggaraan Pemerintahan 
Pemerintahan Desa di Kabupaten Lebong. 

Oaerah dan 

c. pen.:q,ala.11 ,nenuju g':'od governance, clean goverment, c.lan pelayanan 
pubhk pada pemenntahan kabupaten dan Kegiatan penunjang 
pembinaan dan pengawasan lainnya. 

BAB 11 
RUANO LINOKUP PEMERIKSAAN 

Pasal 5 
Aspek-aspek manajemen yang perlu mendapatkan h · 
d . b "ki d d" · k ka per atian untuk ,per ai an tung ·at n mutu penanganannya ad lah I k 

k k d f 
· I I k a pe a sanaan tugas 

po o an ungs1, pege o aan euangan, pengelolaan sumber da • 
pcngelolaan sarana prasarana dan pclayanan publik. ya manusta, 

Beberapa aspek yang menjadi perhatian: 

a. Aspek Tugas Pokok dan Fungsi lnstansi termasuk I k . 
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peme . petaha sanaan kegiatan nn an Desa. 



b. Aspek Pengelolaan Keuangan. 

c. Aspek Pengelolaan Sumher Daya Manusia. 

d. Aspek Pengelolnnn Barang Dacrnh. 

BAB Ill 
SASARAN PEMERIKSAAN 

Pasal 6 
Sasaran pemeriksaan opemsionnl mc.-ncnkup : 

1. Ketaatru1 pada peratumn Perundang-undangan yang bcrtaku 

2. Konsep c-konomis adalah berhubungan dcngan cara pemanfaatJJ.n 
bc_rbagai sumber dRra yang ada 

3. Konsep clisiensi yailu berkaltan dengan hubungnn antara keluaran yaitu 
bamng, jnsa atau hasil lainnya dcngan sumbcr daya yang d1gunakan 

4. Konsep cfekth•itas ynitu yang bcrknitan dengan tingkat penCBpaian tujua.n 
dan sasarnn yang dikel1endaki dalam suatu kegiatan 

Diantaranya adnlah: 

a. Penntaan organisasi pemerintah daernh mcliputi pembentukan 
organisasi. kedudukan, cugas dan fungsi perangkat daerah, susunan 
organisasi dan persyaratan kepangkatan dan diktat dnlam pengangkatan 
dalam jabatAn struktural serta pemanlauan terhadap Pc.-raturan Mentren 
Dalam Neg.-,; Nomor 53 Tahun 2007 tentnng Pengau·aAAn Peraturan 
Dae rah dan Pcraturan Kepala Dae rah . 

b. Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Oaerah meliput:i 
pcnyusunan, penctapan, pelaksanaan. perubahan, pertanggungjawaban, 
perhitungan APBD, evaluasi pelaksnnaan keuangan dan laporan serta 
pcmantauan terha<lap Kepmendagri Lenta.ng pengawasan Peratura.n 
Daerah dan Peraturan Kcpala Oaerah. 

c. Krtludukan keuangan Ketua, Wakil Ket.ua dan Anggota DPRD Kabupaten. 

d. Real.isasi pencrimaan PAD, DAU, Dana Perimbangan Pusat/Daerah, Dana 
Bagi Hasil Provinsi clan Kabupalen/Kota meliputi bagian daerah dari 
penerimaan PBB, Bagian Daerah dari perolehan Hak atas tanah da.n 
bangunan, llagian Dacrah dan penerimaan sumber daya alam J)<'mbagian 
daerah dari DAU dan OAK. 

e . Pengelolaan Barang Dae~ah termasuk Realisasi pelaksanaan pengadaan 
Oarang dan Jasa lnsta_ns1 Pcmcnntah Oaerah meliputi Panitia pengadaan 
barang dan Jasa, kual11ikas1 dan penggolongan barang clan jasa, Pejabat 
yang bcrwennng mcnelapknn pcnyedia barang/ jasa metode dan sistem 
pengadaan_ barang/J~sa, penggu~aan produksi dalam negeri, pemn serta 
usaha kfc1l/koperas1_ kec1I, panlua pcmeriksa barang/jasa, az..1s manfaat 
pengadaan _barang/Jas.a, azas manfaat pengadaan barang/jasa dan 
mventansas1 serta pengamanan terhadap barang-barang hasil 
pengadaan. 

(. Penyelenggaraan koord.inasi pemerintahan, penveJenggaraan f: "lita · 
k 

· d h I I . , as1 st el)a sama aero c an penyc esa1an perselisihan daerah pe be · 
' 11· · I t d r · • m nan ,as 1tas1 penye enggarn ugas an ungs1 unit kerja pemcrintahan sesuai 
dengan Peraturan Pcrundnng-Undangan. 
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g. Pengelolaan SDM r · , . . , me 1pu11 ,ormas1 pegawru pengadaan pegawai 
peng~ngkatan CPNS menjadl PNS, pcmanfaata'n pega,..ai, pembin~ 
dt5iplm pegm~ai dan pcrsyaratan kepangknlan dnn diklal dalam 
pengangkntan Jnbatnn strukturnl /don ntnu Funaionnl Tcrtentu . 

h. Perencanaan kegiatan pemba11gu11an mcliputl tnla ruang, pembangunan 
ckonomi, perencnnnnn doeroh dnn penyu9unan pedoman pelak93naan 
perencanaan daerah. 

i . PencatRl1m sipil dan kcpendudukan, mutasi penduduk don pelaksanaan 
SIAK serta pclaksannan E-KTP. 

j . Pcmbimum dan p<'ngall'Asnn 1erhadop penyelcnggaraan pemerintah 
daerah mcliputi Progmm K"rja Pt"meriksann Reguler den Pemcriksaan 
Khusus, Tindak l.anjut Uasil Pc:-m.,riksaan :K"r111 pemantauan terhadap 
pengawnsan Peraturan Daerah clan l'eraturan Kcpala Dacrah. 

k. Pt-ngawalan don pengawnsan terhnrlap pelaksanaan Vaksinasi dan 
penangannn Pandcmi Covid 19 

I. Penciptaan dan Pemeliharaan ketrntraman dan kl'teniban umum. 

BAB IV 
OBJEK PENOAWASAN 

Pasal 7 

Objck Pcngawas.'1n meliputi Sekretariat Daerah/Dinas/Badan/Sekretariat 
DPRD/ Kantor/Kccamatnn/Kelurahan/Desa/Sekolah/Badan Layanan Umum 
Daerah di lingkungan Pcmerintah Daerah Kabupaten Lebong. 

BABV 
Pasal 8 

PERSONIL DAN DANA PENUNJANG 

I. Person ii tcrdiri dnri Pcgawni Negrri Sipil (PNSI yang mempunyai jabatan 
fungsional auditor, P2UPD dan/atau pihak la.in yang diberl tugas, 
wewcnang, tanggung jawnb dan hnk secara penuh oleh pejabat yang 
be<" enang mclaksannknn pengawasan pada instansi pemcrintah 
untuk dan atas nama APIP: 

2 . Dana Penunjang bernsal dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran 
lnspcktorat Daerah Kabupaten Lebong. 

a. Matrik Hasil Pemcriksaan. 

BAB VI 
Pasal 9 

PELAPORAN 

b. Laporan Hasil Pem..-riksaan dalam bentuk Bab. 

BAB VII 
TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN 

Pasa.1 10 

I. Tinda.k lanjut laporan hasil pemeriksaan adalah kcgiatan pemantauan untuk 
mcngetahui scjauh mana pelaksanaan rckomendasi yang disampaikan 
dalam laporan ditinda.klanjuti oleh objek pemcriksaan; 



2. Tindaklanjut hasil pemerik~a~ harus sudah selcsai ditindaklanjuti paling 
lama 60 (Enam puluhl hnn seJnk Lapornn Hm1il Pemeriksnan diterima olch 
objl'k pemcriksaan yang bcr.mngkutnn; 

3 . Pemantnuan ti111!nklnnjut hnsil pcmcrikAAnn wajlb dilnku k11n don dituangkan 
dnlnm lnpornn hnsil pcmnntnunn tinclak lnnjul; 

4 . Tingk~t penyclesainn tind11klnnj ut yang dilnksnnaknn olch objck 
J)('menksnan dituanRknn dnlnm hc1itn ncnrR pemnntaunn tindak lnnjul. 

BAB VIII 
1-:00l~DINASI PEMERIKSAAN 

Pasal 11 

Untuk mempcrolch masuknn dalam mc11inglrntknn kincrja, lnepektorat Daerah 
Kabupatcn 1.ebong dapat mclakuknn koorrlinnsi Konsultasl dengan lemba~ 
pengawas fungsional , srpcrti BPK, DPKP, lrjen l(enu.•ndagri. lnspektorat Prov1ns1 
Bengkulu atau Lembaga Pcngawns F'ungsionnl lainnya. 

OABIX 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 12 

Hal-hal yang belum dintur dalnm P('raturnn Bupati ini, sepanjang mengenai 
te_knis J)('laksanaa11 akan diatur lebih lanjut dengan Kcputusan lnspektur 
lnspcl..1orat Dacrnh Knbupnten l..ebong. 

Peraturan Bupat.i ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinp t, mcmerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dcngan penempatannya dalam Bcrita Dacrah Ka bu paten l..ebong. 

Ditctapkan di Tu bei 
pada tanggaJ 3 Mo.ret 2021 

,-,.. B PATI LEBONGf 

Di undangkan di Tubei 

~KOP I ANSORI 

pada tanggal 3 Maret 2021 

H.MUSTARANI 

BER1TA OAERAH KABUPATEN LEBONO TAHUN 202 1 NOMOR 

- --- --- - -, 
PEl,\~~INTAH KABUPATEN LEBONG 

BAGIAN HUKUM 
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